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WALI KOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 89 TAHUN 2021
TENTANG

UNIT PELAKSANA TEKNIS METROLOGI LEGAL
PADA DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN » KOPERASI DAN
USAHA KECIL MENENGAH KOTA SINGKAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA SINGKAWANG,

Menimbang : Vbahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (4)
Peraturan Wali Kota Nomor 15 Tahun 2021 tentang
Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian
Tugas serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Perindustrian,
Koperas.1, dan Usaha Kecil Menengah perlu menetapkan
Peraturan Wali Kota tentang Unit Pelaksana Teknis Metrologi
Legal pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Kopera31 dan
Usaha Kecil Menenga_h Kota Singkawang;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

b

Undang-Undang Nomor 12 Té.hun 2001 tentang
Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41 19);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
l‘ 'Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
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[ndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) secbagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
- Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik’
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
sebagairnaha telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republi Indonesia Nomor 6477);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

0. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
26); |

12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4,

- Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor
S1);

13. Peraturan Wali Kota Nomor 15 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan
Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Perdagangan,
Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
(Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG UNIT PELAKSANA
TEKNIS METROLOGI LEGAL PADA DINAS PERDAGANGAN,
PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL
MENENGAH KOTA SINGKAWANG.
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BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Singkawang,.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Singkawang.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota
Singkawang.

5. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha
Kecil Menengah yang selanjutnya disebut Dinas adalah
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha
Kecil Menengah Kota Singkawang sebagai unsur pelaksana
urusan pemerintahan di  bidang  perdagangan,

perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah.

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan,
Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota
Singkawang.

7. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut
Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Metrologi
Legal pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi
dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang.

8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat
UPT adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional
dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas

Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil

Menengah Kota Singkawang.

9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN
adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada

instansi pemerintah.
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10, Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya  disingkat PNS
adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat
tertentu, diangkat sebagal Pegawai ASN secama tetap oleh
pcijabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan
pemerintahan.

BAB 1l
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Wali Kota ini, dibentuk UPT Metrologi Legal
Kelas Al

BAB 111
KEDUDUKAN
Pasal 3
(1) UPT adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional

dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas.

(2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh
seorang Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan
bertanggungjawab kepada kepala Dinas.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 4

(1) Susunan Organisasi UPT terdiri atas :
a. Kepala UPT;
b. Subbagian Tata Usaha; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Struktur Organisasi UPT sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Wali Kota ini.
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BAB V
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
UPT
Pasal 5
UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)

mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional

dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas bidang

perdagangan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5, UPT mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana, program dan pelaporan pelaksanaan
kegiatan UPT;

b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan UPT dengan unit
kerja terkait;

c. Pelayanan tera dan tera ulang alat ukur, takar, timbang
dan perlengkapannya (UTTP);

d. pengelolaan laboratorium metrologi;

e. pemeliharaan sarana dan prasarana kemetrologian;

f. pemungutan, pencatatan, dan penagihan retribusi

pelayanan kemetrologian;
g. pelaksanaan administrasi UPT; dan

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

terkait dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Kedua
Kepala UPT
Pasal 7

Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
huruf a mempunyai tugas memimpin, membina,

mengoordinasikan, memfasilitasi, menyelenggarakan,

-
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mengawasi dan mengendalikan kegiatan UPT berdasarkan

ketentuan yang berlaku.
Bagian Ketiga
Subbagian Tata Usaha
Pasal 8

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1) huruf b berkedudukan di bawah Kepala
UPT.

(2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian
Tata Usaha yang bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
Pasal 9

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
ayat (1) melaksanakan tugas dalam pelayanan administratif
UPT.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 9, Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
a. penyusunan rencana kerja Subbagian Tata Usaha UPT;

b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pada Subbagian
Tata Usaha UPT;

c. penyelenggaraan tugas dan pelayanan administratif meliputi
pengelolaan administrasi umum, administrasi kepegawaian,
pengelolaan formasi ASN, perencanaan dan evaluasi kinerja,
pengelolaan keuangan dan aset, dan pelayanan urusan

umum lainnya; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1) huruf ¢ mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas teknis tertentu pada UPT sesuai dengan bidang

keahlian dan keterampilannya.
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Pasal 12

(1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 terdiri atas sejumlah Pegawai Negeri Sipil
dalam jenjang jabatan fungsional/tenaga fungsional
berdasarkan bidang keahlian, keterampilan, spesialisasi
tertentu yang dibutunkan sesuai prosedur dan ketentuan
yang berlaku.

(2) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana yang dimaksud
pada ayat (1) dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional
senior yang ditunjuk, berkedudukan di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala UPT.

(3) Jenis jabatan fungsional dan jumlah pemegang jabatan
fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota berdasarkan
kebutuhan melalui analisis jabatan.

BAB VI
TATA KERJA DAN PELAPORAN
Bagian Kesatu
Tata Kerja
Pasal 13

(1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas menerapkan
prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan yang
dipimpinnya.

(2) Kepala UPT dapat menunjuk koordinator sesuai dengan
kebutuhan guna kelancaran tugas melalui Surat
Keputusan Kepala Dinas.

(3) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha wajib
melaksanakan tugas memimpin, membina, mengawasi,
mengendalikan, mengarahkan dan memberikan petunjuk

kerja kepada bawahannya masing-masing.

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

Bagian Kedua
Pelaporan
Pasal 14

(1) Kepala UPT wajib menyampaikan laporan pelaksanaan
tugasnya secara periodik maupun sewaktu-waktu dan
tepat waktu kepada Kepala Dinas.

(2) Kepala UPT wajib menyampaikan laporan akuntabilitas
kinerja instansi kepada Kepala Dinas tepat waktu yang
disusun berdasarkan ketentuan dan pedoman yang
berlaku.

(3) Setiap unsur Pimpinan unit kerja di lingkungan UPT wajib
mematuhi kebijakan dan pedoman kerja yang diberikan
sesuai ketentuan dan wajib menyampaikan laporan
pelaksanaan tugas baik secara periodik maupun sewaktu-
waktu dan tepat waktu kepada atasan masing-masing

sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 15

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPT dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)' dan
sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KEPEGAWAIAN
Pasal 16

(1) Kepala UPT, Kepala Subbagian, dan pelaksana/fungsional
diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang
dari PNS yang memenuhi syarat sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pengangkatan dalam Jabatan Pengawas dan Jabatan

Pelaksana/Fungsional harus memperhatikan  syarat

i
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e

jabatan dan kompetensi jabatan sesuai peraturan
perundang-undangan.

(3) Formasi ASN UPT disusun berdasarkan analisis beban

kerja dengan memperhatikan sifat dan jenis pekerjaan,

prinsip pelaksanaan pekerjaan dan peralatan yang

tersedia.

BAB IX
JABATAN

Pasal 17

(1) Kepala UPT merupakan jabatan pengawas atau setara

dengan eselon IV.a.
(2) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan jabatan

pengawas atau setara dengan eselon IV.b.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LATN
Pasal 18

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, seluruh
PNS beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan
UPT sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Wali Kota
Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana
Teknis Metrologi Legal dan Pasar tetap melaksanakan tugas
dan fungsinya sampai dengan diangkatnya pejabat baru
berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19
Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan
Wali Kota Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit
Pelaksana Teknis Metrologi Legal dan Pasar (Berita Daerah
Kota Singkawang Tahun 2018 Nomor 16) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 20

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan  Peraturan Wali Kota ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 13 September 2021

WALI KOTA SINGKAWANG,
ttd
TJHAI CHUI MIE

Diundangkan'di Singkawang

pada tanggal 13 September 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG

orrere” 7

SUMASTRO

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2021 NOMOR 89
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